
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 
tentang Pembenb.Jkan Daerah Otonom 
Kabupaten-Kabupaten Dalam Ungkungan 
Daerah Provlnsl Sumatera Utara; 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerlntahan Daerah sebagalmana telah dlubah 
beberapa k.all terakhlr dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Kedua Atas Undang~Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerlntahan Daerah; 

Menglngat 

' 

a bahwa untuk mempercepat Pembangunan di 
Kelurahan dalam bldang Infrastruktur, 
penlngkatan ekonoml masyarakat, 
pembangunan soslal kemasyarakatan dan 
penlngkatan Iman dan Taqwa, perlu 
memberlkan bantuan Keuangan kepada 
Pemerlntah Kelurahan; 

b bahwa agar bantuan Keuangan dapat 
dilaksanakan dengan balk, perlu menetapkan 
Peraturan Bupatl tentang Bantuan Keuangan 
Kepada Pemerlntah Kelurahan di Kabupaten 
Labuhanbatu; 

Menimbang 

BUPATI LABUHANBAT\J, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

PERATURAN BUPAn LABUHANBATU 
NOMOR 18 TAHUN 2012 

TENTANG 
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN 

DI KABUPATEN LABUHANBATIJ 

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU 
NOMOR 18 TAHUN 2012 NOMOR 18 

. ' 



3. Undang·Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perfmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemertntahan Daerah; 

4. Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

5. Peraturan Pemerlntah Nomor 73 Tahun 2005 
tentmg Kelurahan; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan 
Peraturan Menterl Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 
2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menterl 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

7. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 53 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah; 

8. Kepurusan Menter! Dalam Negen Nomor 130 
Tahun 2003 tentang Organlsasl dan Tata Kerja 
Departemen Dalam Negerl; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 
7 Tahun 2007 tentang Sadan Permusyawaratan 
Desa; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 
17 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarak.atan 
di Kelurahan; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor 
36 Tahun 2008 tentang Struktur Organlsasl dan 
Tata Kerja Lembaga Teknls Oaerah Kabupaten 
Labuhanbatu sebagalmana yang telah dlubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedubahan At.as Peraturan Oaerah Kabupaten 
Labuhanbatu Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Struktur Organlsasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknls Daerah Kabupaten Labuhanbatu; 
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Bantuan Keuangan kepada Pemerlntah Kelurahan bertujuan untuk: 
a) Menlngkatkan pelayanan pemerlntah kelurahan. 
b) Mempercepat pembangunan Infrastruktur Kelurahan. 
c) Memberikan bantuan soslal kemasyarakatan dan keagamaan. 
d) Menlngkatkan Iman dan taqwa. 
e) Menlngkatkan kesejahteraan masyarakat. 
f) Menlngkatkan kapasltas dan partlslpasl lembaga kemasyarakatan di 

ketorahen. 
g) Menlngkatkan pemberdayaan masyarakat. 

BABU 
TUJUAN 
Pasal2 

2. Bantuan Keuangan kepada Pemerfntah Kelurahan yang dlmaksud 
adalah bantuan keuangan berslfat khusus. 

Dalam Peraturan Bupatf lnl yang dimaksud dengan : 
1. Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kelurahan adalah dana yang 

diterima oleh kelurahan yang berasal dart APBD Kabupaten 
Labuhanbatu yang merupakan pemberfan bantuan Keuangan darl 
Pemerlntah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerlntah Kelurahan. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

: PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN KEUANGAN 
KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN DI KABUPATEN 
LABUHANBATU. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

12. Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2008 tentang 
Organisasl dan Tata Kerja Kecamatan dan 
Kelurahan pada Pemerfntah Ka bu paten 
Labuhanbatu. 
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Hal-hal yang belum dlatur dalam peraturan lnl akan dlat:ur leblh lanjut 
dalam suatu petunjuk teknls melalul Sadan Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Dan Kelurahan Kabupaten Labuhanbatu. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP Pasal6 

Penerima Bantuan Keuangan bertanggung jawab dart segl adminlstrasl, 
flsik dan keuangan atas pelaksanaan keglatan serta wajlb menyampaikan 
laporan pertanggungjawaban penggunaannya kepada Bupati 
Labuhanbatu. 

Pasal5 

Pedoman Pengelolaan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Kepada 
Pemerlntah Kelurahan tercantum dalam Lamplran Peraturan lnl 

BAB IV 
PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA 

Pasal 4 

(2) 

Sasaran pemberlan bantuan keuangan kepada Pemerlntah 
Kelurahan adalah Kelurahan yang ada di Ungkungan Pemerintah 
Kabupaten Labuhanbatu yaitu sebanyak 23 (dua puluh tlga) 
Kelurahan. 
Penetapan besamya Alokasi Bantuan Keuangan yang akan dlterima 
oleh maslng·maslng Pemerintah Kelurahan dltetapkan lebih lanjut 
dengan Keputusan Bupatl untuk setlap tahunnya 

(1) 

BABm 
SASARAN DAN BESAR.AN DANA Pasal3 
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Nomor 18 Tahun 2012 
Tanggal C, .:JJni ;;2oJ ;;i. 

Dlundangkan dalam Serita Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu 

TIGOR PANUSUNAN SIREGAR 

dto 

BUPATl LABUHANBATU, 

Ditetapkan di Rantauprapat 
pada tanggal 06 Junl 2012 

Peraturan inl mulal berfaku pada tanggal dlundangkan. Agar setlap orang 
dapat mengetahulnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Labuhanbatu. 

Pasal7 
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3. Bahwa dalam usaha penguatan slstem perekonomlan dan 
penlngkatan partlslpasl masyarakat yang secara langsung 
membawa kesejahteraan masyarakat perfu dllakukan secara 
bersama-sama antara pemerlntah, lembaga kemasyarakatan dan 
masyarakat sehlngga kebersamaan dalam maslng-maslng 
program akan terwujud secara terpadu. 

4. Untuk mendukung Otonoml Daerah yang berkelanjutan dalam 
menunjang program ?emberdayaan Masyarakat Kelurahan, 
pengendallan sarana dan prasarana flsJk yang mendukung 
perekonomlan Kelurahan serta penguatan peran aparat 
Kelurahan maupun lembaga-lembaga kemasyarakatan 
Kelurahan. 

1. Sesual dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerlntahan Daerah, daerah memllll<I kewenangan 
membuat kebljakan-kebljakan tentanq kelurahan, terutama 
dalam memberl pelayanan, penlngkatan peran serta, 
penlngk.atan prak.arsa dan pemberdayaan masyarakat kelurahan 
yang ditujukan bagl kesejahteraan masyarakat. 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerlntahan Daerah 
menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah dlprlorltaskan 
untuk mellndungl dan menlngkatkan kualltas kehldupan 
masyarak.at dalam upaya memenuhl kewajlban daerah. 

I LATAR BELAKANG 

Lamplran : Peraturan Bupatl Labuhanbatu 
Nomor : 18 Tahun 2012 
Tanggal : 06Junf 2012 

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN 
KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH KELURAHAN 

DI KABUPATEN LABUHANBATU 



Secara umum agar pemanfaatan dana Bantuan Kelurahan dapat 
mencapal tujuan yang dllnglnkan, maka pengeloJaan dana 
Bantuan Kelurahan harus berpegang pada prlnslp-prinslp sebagal 
berlkut : 

A. UMUM. 

m. PENGELOLAAN DAN SASARAN PENGGUNAAN ADD 

Sasaran utarna Bantuan Kelurahan adalah : 
1. Menlngkatnya efektlfltas penyelenggaraan pemerlntahan 

kelurahao. 
2. Menlngkatnya pelaksanaan pembangunan Kelurahan. 
3. Menlngkatnya kualltas pelayanan masyarakat 
4. Menlngkatnya partlslpasl dan pemberdayaan masyarakat 

Kelurahan. 

C. SASARAN 

1. Menlngkatkan partlslpasl masyarakat dalam upaya 
percepatan pembangunan Kelurahan melalul slstem 
pembangunan partlslpatlf. 

2. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 
3. Memperkuat kemandlrian masyarakat. 
4. Menlngkatkan kemauan dan kemampuan lembaga-lembaga 

di tingkat Kelurahan. 

B. TUJUAN 
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n. MAl<SUD, TUJUAN DAN SASARAN ALOKASI DANA DESA 
A, MAl<SUD 

Bantuan Keuangan rnerupakan bantuan keuangan dart 
Pemerlntah Kabupaten Labuhanbatu kepada Pemerintah 
Kelurahan yang berasal darl Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu, dlrnaksudkan untuk memblayal 
program pemerintahan Kelurahan dalam melaksanakan keglatan 
pemerlntahan dan pemberdayaan masyarakat. 



Sasaran Penggunaan Bantuan Kelurahan adalah : 
1. Tambahan Penghasllan Kepala Ungkungan 10 %. 
2. Alokasl dana sebesar 40 % untuk belanja Operaslonal dan 

Lembaga Kemasyarakatan dlambll dart jumlah setelah 
pengurangan blaya tambahan penqhasilan Kepala 
Ungkungan. 

3. Alokasl dana sebesar 60 % untuk Pembangunan Sarana dan 
Prasarana serta penlngkatan ekonoml kerakyatan dlambll 
dari jumlah setelah pengurangan blaya tambahan 
penghasllan Kepala Ungkungan. 

' 
Tujuan Bantuan Kelurahan adalah : 
1. Menanggulangl kemlsklnan dan mengurangl .kesenjangan 

sostal. 
2. Menlngkatkan perencanaan dan penganggaran 

pembangunan di tlngkat Kelurahan serta pemberdayaan 
masyarakat. 

3. Menlngkatkan pembangunan lnfrastruktur Kelurahan. 
4. Menlngkatkan ketentraman dan ketertlban masyarakat. 
5. Mendorong penlngkatan keswadayaan dan gotong royong 

masyarakat. 

B. SASARAN PENGGUNAAN ADD 

1. Keglatan yang dldanal oleh Bantuan Kelurahan 
dlmusyawarahkan antara Pemerlntah Kelurahan dengan 
masyarakat dan dltuangkan dalam Bertta Acara Musyawarah, 
dilaksanakan dan dlevaluasl secara terbuka dengan 
mellbatkan seluruh unsur masyarakat di Kelurahan. 

2. Seluruh keglatan harus dapat dlpertanggungjawabkan 
secara admlnistrasl, teknis dan hukurn, 

3. Bantuan Kelurahan dllaksanakan dengan menggunakan 
prinslp hemat, terencana, terarah dan terkendali. 

4. Bantuan Kelurahan tJdak dlperkenankan untuk ganti rug[ 
tanah, bangunan-bangunan mercusuar (tldak memlllkl nllal 
manfaat ekonomls dan sosial, mlsalnya tugu batas 
Kelurahan/Ungkungan, gapura, Rumah lbadah dll). 
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llm Koordlnasl, Monitoring dan Evaluasl Program Alokasl Dana 
Desa {ADD) dan Bantl.Jan Desa/Kelurahan Lalnnya di Kabupaten 
L.abuhanbatu terdlrl dart : 
a. Bupatl L.abuhanbatu sebagal Pembina. 
b. Wakll Bupatl L.abuhanbatu sebagal Pengarah. 
c. Sekretarls Daerah Kabupaten sebagal Ketua. 
d. Aslsten Pemerlntahan dan Aslsten Ekonoml Pembangunan 

dan Kesos Setdak.ab L.abuhanbatu sebagal Wakll l<etua. 

A. Tlngkat Kabupaten 

Guna menunjang efektlfas pengefolaan Bantuan 
Kelurahan dlbentuk Tim Koordlnasl, Monltortng dan Evaluasl Tlngkat 
Kabupaten dltetapkan dengan Keputusan Supatf dan Tim 
Pendamplng llngkat Kecamatan yang dltetapkan dengan keputusan 
Camat serta llm pelaksana Bantuan Kelurahan di tlngkat kelurahan 
dltetapkan dengan Keputusan Lurah 

IV. INSTITUSI PENGELOLA ADD 

Bantuan Kelurahan sebagalmana dimaksud Point 3 dlatas adalah: 
1. Pembangunan lnfrastruktur Kelurahan sebesar 95 %. 
2. Blaya Umum sebesar 5%. 

Bantuan Kelurahan adalah merupak.an salah satu sumber 
penerlmaan keuangan Kelurahan dan dalarn penggunaannya 
harus ter1eblh dahulu dltuangkan dalam Lernbar Kerja (LI<). 
Pembangunan Infrastruktur dan keglatan lain yang bersumber 
darl Bantuan Kelurahan harus dllengkapl dengan plank rnerk 
yang memuat lnformasl t.entang k.eglatan yang dilakukan 

Sasaran Bantuan Kelurahan sebagaimana dlmaksud pada Point 2 
adalah: 
1. Blaya operaslonal penyelenggaraan Pemerlntah Kelurahan 

sebesar 80 %. 
2. Blaya PenunJang Keglatan PKK sebesar 10 %. 
3. Blaya Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan L.alnnya sebesar 

10%. 
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11m Koordlnasl, Monitoring dan Evaluasl llngkat Kabupaten 
memlllkl tuqas : 
a. Merumuskan kebljakan tentang Bantuan Kelurahan dan 

pemanfaatannya. 
b. Menentukan besamya Bantuan Kelurahan yang dlterlma 

oleh Kelurahan. 
c. Melakukan soslallsasl secara luas tent.ang kebljakan, data 

dan lnformasl tentang Bantuan Kelurahan. 
d. Membantu llm Pendamplng llngkat Kecamat.an untuk 

member1kan pelatlhan/orlentasl kepada Tlm Pelaksana 
Kelurahan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban 
Bantuan Kelurahan. 

e. Melakukan Faslllt.as pemecahan masalah berdasarkan 
pengaduan masyarakat serta plhak lalnnya dan 
mengkoordlnaslkan pada Inspektorat Labuhanbatu. 

f. Melakukan keglatan pemblnaan, monitoring dan evaluasl 
pelak.sanaan Bantuan Kelurahan bersama dengan llm 
Pendamplng llngkat Kecamatan dalam setlap proses 
t.ahapan keglatan. 

Sekret.ariat 11m Koordlnasl, Monitoring dan Evaluasl Program 
Alokasl Dana Desa (ADD) dan Bantuan Desa/Kelurahan Lainnya 
di Kabupaten Labuhanbatu terdlri dart : 
a. Kepala Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagal 

Penanggungjawab. 
b. Kabld Ekbang Sosbud pada Badan PMPD/K Kabupaten 

Labuhanbatu sebagal Ketua. 
c. Kasubbld Pembangunan Desa/Kelurahan pada Badan 

PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagal Sekret.aris. 
d. Kasubbld/kasubbag dan para staf terkalt pada Badan 

PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu sebagal Anggota. 

e. Kepala Badan PMPO/K Kabupaten Labuhanbatu sebagal 
Sekretaris. 

f. Badan/Dlnas/Kantor terkalt, Kabag Setdakab Labuhanbatu 
dan Kabld pada Badan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu 
sebagal Anggota. 
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llm Pendamplng llngkat Kecamatan mempunyal tugas 
melakukan verffikasl atas seluruh keglatan Bantuan Kelurahan 
balk dalam t:ahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaan. 
Secara rfnd tugas Tlm Pendamplng llngkat Kecamat:an adalah 
sebagal benkut: 
1. Memblna dan mengkoordlnaslkan Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan KeJurahan {Musrenbangkel) dalam wllayah 
kecamat:an. 

2. Mengumpulkan data serta menglnvent:arfsasl rencana 
penggunaan Bantuan Kelurahan untuk dlsesualkan dengan 
hasll musrenbangkel yang sudah dltet:apkan agar tidak 
terjadl turnpanqan tlndlh pemblayaan. 

3. Membantu llm Pe1aksana Kelurahan dalam menyusun 
rencana teknls penggunaan Bantuan Kelurahan beserta 
kelengkapannya. 

4. Melaksanakan Soslallsasl tent:ang Bantuan Kelurahan. 
5. Bersama Tim Kabupaten memfasllltasl Tlm Pelaksana 

Kelurahan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban 
Bantuan Kelurahan. 

6. Melakukan pemantauan/pengendallan terhadap proses 
keglatan Bantuan Kelurahan di Kelurahan. 

7. Memfasllltasl pemecahan masalah jlka dljumpal ada 
pennasalahan dalam pelaksanaan Bantuan Kelurahan. 

llm Pendamplng tingkat Kecamatan dltetapkan dengan 
Keputusan camat, dengan susunan keanggotaan sebagl berikut: 
a. camat sebagal penanggung jawab. 
b. Sekretarls kecamatan sebagal Ketua. 
c. Kasi Kesos dan PMD sebagal Sekretaris. 
d. Kasi Tata Pemerfntahan sebagal anggota. 
e. Kasi Trantlb sebagal anggota. 
f. UPTD terkalt sebagal anggota. 

B. Tlngkat Kecamatan 

g. Melaporkan hasll keglatan pelaksanaan Bantuan Kelurahan 
kepada Bupatl sebagal bahan untuk penyusunan dan 
pengambllan kebljakan selanjutnya. 
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V. MEKANISME PERENCANAAN, PENYALURAN DAN 
PENCA.IRAN SERTA PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN 
KELURAHAN 

Tim Pelak.sana Kelurahan mem/111<1 tugas : 
a. Menyusun perencanaan penggunaan Bantuan Kelurahan 

yang mellbatkan LKMK dan lembaga kemasyarakatan lalnnya 
untuk membahas masukan dan usulan. 

b. Mensoslallsaslk.an Rencana Penggunaan Bantuan Kelurahan 
kepada seluruh masyarak.at melalul rapat/pertemuan, 
pengumuman dltempat-t.empat strategls untuk mendapatkan 
tanggapan masyarakat. 

c. Mengajukan permohonan pencalran dana, melakukan 
penatausahaan keuangan dan melaksanakan keglatan sert.a 
menyampalkan laporan pert.anggungjawaban. 

d. Bertanggungjawab secara flslk dan keuangan terhadap 
seluruh pelak.sanaan keglatan. 

e. Memperslapkan dan melengkapl bukti-buktl pengeluaran 
yang sah terhadap penggunaan Bantuan Kelurahan 
termasuk penyetoran PPN dan PPh sebagal dokumentasl 
pertanggungjawaban pengelolaan Dana Bantuan Kelurahsn. 

c. Tlngkat Kelurahan 

Tim Pelaksana Kelurahan dltetapkan dengan Keputusan Lurah, 
dengan susunan keanggotaan sebagal berikut : 
1. Lurah sebagal Penanggung Jawab. 
2. Sekretarfs Kelurahan sebagal Ketua. 
3. Kasi Kesos dan Pembangunan sebagal Sekretarls. 
4. Bendahara Kelurahan (PNS) sebagal Bendahara yang 

dttetapkan dengan Keputusan Lurah. 
5. Kasi Trantlb, Kasi pemerintahan dan para Kepala 

Ungkungan, LKMK dan/atau sebutan lain, TP PKK serta 2 
(cua) orang Tokoh masyarakat sebagal anggota. 
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1. UMUM 
a. Dana Bantuan Kelurahan dlanggark.an setlap tahunnya 

pada APBO l<abupaten Labuhanbatu. 
b. Pemerlntah Kelurahan wajlb membuka R.ekenlng Kas 

Kelurahan pada Bank Sumut Unit terdekat dengan 
speslmen tanda tangan Kepala Kelurahan dan Bendahara 
Kefurahan. 

BANTIJAN 8. MEKANISME PENCAIRAN KOMPONEN 
KELURAHAN DALAM APBD KABUPATEN 

2. Musyawarah Perencanaan Pembangunan tlngkat Kelurahan 
(Musrenbangkel). 
Pemerlntah Kelurahan bersarna-sama Tlm Pelaksanaan 
Kelurahan, LKMK dan lembaga kemasyarakatan yang ada di 
Kelurahan (seperti PKK, RT/RW, Karang Taruna, dll) dengan 
dtfasllltasf Camat melakukan Musrenbangkel guna 
membahas usulan atau masukan tentang rencana keglatan 
pembangunan dltlngkat Kelurahan termasuk rencana 
penggunaan Bantuan Kelurahan, dengan berpedoman 
kepada prlnslp-prinslp anggaran dan Perencanaan Partslpatlf 
Pembangunan. Penetapan rencana keglatan pembangunan 
yang dldanal dengan Bantuan Kelurahan dldasarkan pada 
skala prtorttas pembangunan tlngkat Kelurahan. 

,. 

Bantuan Kelurahan adalah salah satu somber pendapatan 
Kelurahan. Oleh karena ltu perencanaannya dlbahas dalam 
forum musrenbangkel yang prosesnya adalah sebagal berikut : 
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A. MEKANISME PERENCANAAN BANTUAN KELURAHAN 

1. Pra musyawarah 
nm Koordinasl, Monltor1ng dan Evaluasl ilngkat Kabupaten 
mengadakan sosiallsasl kepada camat dan Tlm Pendamplng 
llngkat Kecamatan, Lurah dan llm Pelaksana Kelurahan, 
serta ketua lembaga kemasyara.katan yang ada di Kelurahan, 
mengenai Pedoman Umum Bantuan Kelurahan Kabupaten 
Labuhanbatu. 



2. MEKANISME PENCAIRAN KOMPONEN BANTUAN 
KEWRAHAN 
a. Tim pelaksana Kelurahan yang akan mengajukan 

pencalran Dana melaksanakan keglatan mengajukan 
pencalran Dana dengan melamplrkan Berlta Acara 
Musyawarah Kelurahan, DURK PM, DURK PK, U<PK, 
LKPM, LK Infrastruktur dan Nomor rekenlng Pemerlntah 
Kelurahan. 

b. 11m Pelaksana Kelurahan menglrlmkan permohonan 
pencalran Bantuan Kelurahan kepada Tlm Pendamplng 
Tlngkat Kecamatan untuk dllakukan vertfikasl/penelltlan 
dokumen. 

c. Selanjutnya Carnat meneruskan berkas permohonan 
dlmaksud kepada Bupat1 melalul Sadan PMPD/K 
Kabupaten Labuhanbatu. 

d. Sadan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu menyampalkan 
permohonan beserta dokumen lalnnya kepada SKPKD 
untuk dlproses dan dlreallsasl 

e. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) 
menyalurk.an Bantuan Kelurahan langsung dart Kas 
Daerah ke Rekenlng Pemerlntah Kelurahan di maslng­ 
maslng Bank Sumut Unit yang telah dlhunjuk 

f. Pencalran dana di maslng-maslng Bank SUmut Unit 
dllakukan oleh Lurah dan Bendahara Kelurahan 

' 

c. Lurah mengajukan permohonan penyaluran Bantuan 
Kelurahan kepada Bupatf Labuhanbatu melalul Sadan 
PMPD/K setelah dllakukan verlflkasl oleh Tim Pendamplng 
Kecamatan. 

d. Sadan PMPD/K Kabupaten Labuhanbatu meneruskan 
berkas permohonan berlkut lamplrannya kepada Kepala 
SKPKD Kabupaten Labuhanbatu. 

e. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
{SKPKD) menyalurkan Bantuan Kelurahan langsung dari 
Kas Daerah ke rekenlng Pemer!ntah Kelurahan yang 
bersangkutan. 
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VI. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KELURAHAN 
Lurah membuat Surat pertanggungjawaban pada setlap Tahapan 
pencalran Dana Bantuan Kelurahan dan dlsampalk.an oleh nm 
Pelaksana Kelurahan ke nm Pendamplng Tlngkat Kecamatan dan 
nm Pedamplng Tlngkat Kecamatan mengevaluasl surat 
pertanggungjawaban yang dlsampalkan nm Pelaksana Kelurahan 
untuk dlteruskan kepada BupatJ Labuhanbatu c/Q. nm Koordlnasl, 
Monltortng dan Evaluasl nngkat Kabupaten. 

Beberapa hal yang perlu dlperhatlkan sebagal lndikator 
keberhasflan pelaksanaan Bantuan Kelurahan antara lain : 
a. Menlngkatnya pengetahuan masyarakat tentang Bantuan 

Kelurahan dan penggunaannya. 
b. Menlngkatnya Partlslpasl masyarakat dalam musrenbang 

Kelurahan dan pelaksanaan pembangunan Kelurahan. 
c. Terjadl slnergl antara keglatan yang dlblayal Bantuan 

Kelurahan dengan program-program pemerlntah lalnnya 
yang ada di Kelurahan. · 

d. Menlngkatnya swadaya masyarak.at. 
e. nngkat penyerapan tenaga kerja lokal pada keglatan 

pembangunan Kelurahan Semakln menlngk.at. 
f. Kelompok masyarakat penerf ma manfaat semakin 

menlngkat jumlahnya. 
g. Terjadlnya penlngkatan pendapatan asll Kelurahan. 

3. PELAKSANAAN kEGIATAN 

Pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dllaksanakan 
oleh Tim Pelaksana Kelurahan. 

g. Bendahara Kelurahan membayarl<an kepada Tim 
Pelaksana Keglatan berdasarkan kemajuan pelaksanaan 
keglat:an dlsertal dengan buktl·buktf pengeluaran yang 
sah. 
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2. Bagi Kelurahan yang penggunaan Bantuan Kelurahan tldak 
sesual dengan ketentuan dlkenal sanksl sesual perundang­ 
undangan yang bertaku. 

3. Kr1teria untuk penetapan pemberlan penghargaan dan 
pengenaan sanksl akan dlrumuskan oleh Tim Kabupaten yang 
dltetapkan dengan Keputusan Bupatl. 

1. Bagi Kelurahan yang dalam pelaksanaan Bantuan Kelurahan 
dlanggap berprestast dapat dlberlkan penghargaan. 

Dalam rangka keslnambungan kebljakan Bantuan Kelurahan perlu 
dllakukan pemblnaan oleh Tim Kabupaten, yaftu : 

VIII.PENGHARGAAN DAN SANKSI 

b. carnet sesual pasal 23 ayat {2) Peraturan Pemerint:ah Nomor 
73 Tahun 2005 tentang Kelurahan berkewajiban rnelakukan 
pemblnaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan 
Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan. 

2. Dlluar organisasl Pemerlntahan Kelurahan pengawasan 
dllakukan oleh : 
a. Aparat pengawas fungsfonal {Internal dan ekstemal) sesual 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Hal-hal yang penu dlperhatlkan dalam pengawasan Bantuan 
Kelurahan adalah sebagal berlkut : 
1. Lurah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan Bantuan 

Kelurahan yang dlkelola oleh bendahara kelurahan. 

VII. PENGAWASAN BANTUAN KELURAHAN 
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11GOR PANUSUNAN SIREGAR 

dto 

BUPA11 LABUHANBATU, 

Dalam rangka menunjang pelak.sanaan Bantuan Kelurahan maka 
SKPD Kecamatan dapat merencanakan blaya pendukung kepada Tim 
Pendamplng Tingkat Kecamatan sesual dengan ketentuan dan 
peraturan yang berlaku yang diformulasikan melalul RKA SKPD 
Kecamatan yang bersangkutan. 

DC. LAIN-LAIN 
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